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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 

 

Salah satu unsur penunjang Good Pension Fund Governance  yang cukup penting 

peranannya adalah Dewan Pengawas.   Dewan Pengawas merupakan organ yang 

dimaksudkan untuk mengawasi pengelolaan dana pensiun secara langsung.   Unsur Dewan 

Pengawas terdiri dari wakil Pendiri, peserta aktif dan juga peserta pasif (apabila jumlah 

pensiunan minimal 50 orang).   Kewajiban utama Dewan Pengawas adalah melakukan 

pengawasan pengelolaan dana pensiun oleh Pengurus, termasuk juga mengevaluasi kinerja 

investasi dana pensiun dan menyetujui rencana investasi tahunan yang disusun Pengurus.  

Hasil pengawasan Dewan Pengawas disampaikan kepada Pendiri dan salinannya juga 

disampaikan kepada Peserta.   Selain memiliki kewajiban, Dewan Pengawas juga memiliki 

wewenang seperti menunjuk Akuntan Publik dan Aktuaris. 

Efektivitas Dewan Pengawas dalam mengawasi pengelolaan dana pensiun sangat 

penting untuk menjamin pengelolaan investasi dan pembayaran manfaat pensiun sesuai 

peraturan dan arahan Pendiri.   Dana Pensiun Perum Peruri (Dapetri) adalah subjek dari 

pelaksanaan peraturan GPFG yang dirumuskan oleh Bapepam-LK nomor KEP- 

136/BL/2006 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.   Sebagai akibatnya, 

praktek Dewan Pengawas yang baik juga merupakan salah satu subjek dari peraturan 

tersebut.  Penelitian yang dilakukan penulis berusaha untuk mempelajari peranan Dewan 

Pengawas dalam pencapaian GPFG pada Dapetri.  

Penelitian atas peranan Dewan Pengawas dilakukan melalui observasi terhadap 

praktek sehari-hari yang dijalankan Dewan Pengawas dan wawancara secara langsung 

dengan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana pensiun.   Penelitian ini bersifat 

studi kasus deskriptif dan eksploratif yang bertujuan mendapatkan gambaran mengenai 

peranan Dewan Pengawas dalam pencapaian Good Pension Fund Government (GPFG) 

yang merupakan suatu hal baru dalam konteks dana pensiun. 

 Analisa mengenai peranan Dewan Pengawas dalam menegakkan praktek GPFG 

pada Dapetri dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : 
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1. Membandingkan kesesuaian antara Praktek-praktek Dewan Pengawas dengan 

berbagai standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun benchmarking 

dengan best practices  Komisaris bank umum. 

2. Membandingkan kesesuaian antara berbagai standar dan peraturan yang berlaku di 

Indonesia dengan best practices  dana pensiun internasional yang diterbitkan OECD 

Guidelines For Pension Fund Governance yang diterbitkan oleh OECD Council 

(Organisation for Economic Cooperation and Development) dan CAPSA Pension 

Governance Guideline yang diterbitkan oleh Canadian Association of Pension 

Supervisory Authorities (CAPSA). 

3. Menganalisa kesenjangan antara praktek yang telah dilakukan dengan berbagai 

standar dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang juga telah dianalisa 

kesesuaiannya dengan  best practices  dana pensiun internasional. 

Hasil penelaahan yang dilakukan penulis terhadap praktek Dewan Pengawas adalah 

bahwa aktivitas yang dilakukan Dewan Pengawas dalam rangka menjalankan fungsi 

pengawasannya secara garis besar telah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku di 

Indonesia.   Oleh sebab itu hanya terdapat sedikit ketidaksesuaian yang terutama, 

disebabkan oleh beberapa praktek baru yang belum dilaksanakan oleh Dewan Pengawas 

walaupun sudah diatur dalam peraturan dan Panduan Tata Kelola Dapetri.   Kondisi ini 

terjadi karena kewajiban penerapan tata kelola dana pensiun baru dimulai pada awal tahun 

2008 dan terdapat masa tenggang 1 tahun sehingga masih dalam tahap adaptasi dan 

peralihan.   Di sisi lain dapat diketahui bahwa standar dan peraturan yang berlaku di 

Indonesia ternyata sudah sesuai dengan pada best practices  dana pensiun internasional. 

Untuk menunjukkan komitmen Dapetri dalam pencapaian GPFG, saat ini Dapetri 

telah memiliki Panduan Tata Kelola yang disusun dengan bantuan konsultan eksternal.  

Sebagai penjabarannya, telah disusun beberapa prosedur operasional yang akan menjadi 

dasar pelaksanaan kegiatan sehari-hari.   Oleh karena itu penulis berharap bahwa hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dewan Pengawas Dapetri demi 

mencapai praktek GPFG yang lebih baik di masa mendatang. 
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